BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis,
penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati dilihat dari
prespektif Hak Asasi Manusia tidak dapat dibenarkan karena setiap orang
mempunyai hak untuk hidup dan hidup dan kehidupannya. Hak untuk
hidup tersebut dijamin dalam konstitusi yaitu Pasal 28 A. Selanjutnya di
dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 4
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
mengatur tentang hak untuk hidup yang mana hak tersebut merupakan
Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
dan oleh siapapun.

B. Saran

Bagi Pemerintah : dalam lembaga legeslatif pembuatan aturan
perundang undangan harus memperhatikan tentang sinkronisasi dan

harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal shingga tidak
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bertentangan satu dengan lainnya. Selanjutnya, pemerintah harus
memperhatikan aturan di dalam konstitusi jangan sampai undang
undang yang dibuat bertentangan dengan konstitusi. Bagi pemerintah
lembaga eksekutif penerapan pidana mati jelas tidak ada sinkronisasi
secara horizontal dengan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 4. Dalam hal seseorang terbukti melakukan
tindak kejahatan narkotika maka sebaiknya pemerintah tidak
menerapkan pidana mati tetapi menjatuhkan hukum berat. Penjatuhan
pidana  matipun harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan apakah seseorang yang telah melakukan

penyalahgunaan narkotika layak dijatuhi pidana mati atau tidak.
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